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Implementasi Kebijakan dan Realitas Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Madiun  






The government made a Peraturan Daerah Kota Madiun No. 14 of 2012 to organize 
street vendors in Madiun.. So, this research aims to identify the implementation of Peraturan 
Daerah Kota Madiun No. 14 of 2012 and government programs in Madiun; and to analyze the 
inhibiting and supporting factors of policy implementation. The method used in this study was 
qualitative method. The sampling technique used purposive sampling and accidental sampling. 
The data validity was tested by data triangulation and analyzed using interactive analysis .  
Implementation street vendors arrangement and empowerment has not gone well. Five 
programs not succeeded while 4 other programs succeeded because can provide benefits for 
government and street vendors. The implementation is not optimal caused by several inhibiting 
factors such as human resources a re scarce, and the street vendors are still against the rules. 
Supporting factors such as good coordination and cooperation of all stakeholders, and the 
government is firm against rules. 
Keywords: implementation, arrangement, street vendor, Madiun City.  
Abstrak 
Pemerintah Kota Madiun membuat kebijakan Perda No.14 Tahun 2012 untuk menata 
PKL. Implementasi di lapangan, program dan kegiatan penataan pedagang kaki lima masih 
mengalami kendala. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 dan program kegiatan yang telah 
dilakukan oleh pemerintah di Kota Madiun, dan menganalisis faktor -faktor penghambat dan 
pendukung implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 
pendekatan kualitatif. Diolah dengan teknik triangulasi dan dianalisis dengan analisis 
interaktif. Implementasi penataan dan pemberdayaan PKL Kota Madiun belum berjalan baik. 
Lima program belum berhasil sedangkan 4 program lainnya berhasil karena mampu 
memberikan manfaat bagi pemerintah dan PKL. Implementasi belum optimal disebabkan oleh 
faktor penghambat yaitu SDM yang dim iliki pemerintah masih kurang, dan PKL masih 
melanggar peraturan. Faktor pendukung seperti koordinasi dan kerjasama yang baik dari 
SKPD, dan pemerintah tegas terhadap aturan.  





Berlakunya dualisme ekonomi di negara 
berkembang merupakan salah satu faktor 
terhambatnya pembangunan ekonomi di negara 
berkembang khususnya Indonesia (Mulyani, 
2014). Selain itu, adanya pemutusan hubungan 
kerja (PHK) bagi pekerja yang sebelumnya di 
sektor formal, outsourcing, pengurangan unit 
produksi, dan sebagainya mengakibatkan 
pengangguran di negara-negara berkembang 
seperti Filipina, Korea Selatan, Thailand, 
Malaysia, India, dan Indonesia (Bhowmik, 
2005). Sebagian besar pengangguran beralih ke 
sektor informal. Kondisi secara umum kota‐
kota di Indonesia saat ini bersifat “dualistik” 
yang digambarkan dengan adanya sektor 
formal dan informal, serta tradisional dan 
modern (Widjajanti, 2012). Delapan tahun 
terakhir, pertumbuhan sektor formal cenderung 
lebih tinggi ketimbang pekerja sektor informal. 
Meski demikian, di tahun 2019 pekerja 
Indonesia masih didominasi oleh pekerja  di 
sektor informal yaitu 57,27 persen, dibanding 
pekerja informal 42,73 persen (Badan Pusat 
Statistik, 2019).  
 Keberadaan Pedagang Kaki Lima 
dalam sektor informal menjadi masalah yang 
sulit diselesaikan oleh negara yang sedang 
berkembang maupun pemerintah daerah di 
Indonesia dan khususnya bagi pemerintah Kota 
Madiun. Sebagai kota perdagangan dengan 
slogan Madiun Kota GADIS (Perdagangan, 
Pendidikan dan Industri), pedagang kaki lima 
(PKL) Kota Madiun diharapkan dapat menjadi 
salah satu daya tarik Madiun. Data dari Dinas 
Perdagangan Kota Madiun tahun 2017, 
menunjukkan sebanyak 912 PKL Kota Madiun 
yang tersebar di 25 paguyuban harus ditata 616 
PKL diantaranya telah resmi terdaftar di 
Pemkot Madiun dengan kepemilikan kartu 
tanda daftar usaha (KTDU), sedangkan sisanya 
masih sebagai PKL tidak resmi. Keberadaan 
PKL di Madiun ini menimbulkan permasalahan 
seperti terganggunya fasilitas umum atau 
prasarana kota, adanya benturan dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun, 
dan menimbulkan dam pak terhadap lingkungan 
perkotaan maupun masyarakat sekitar terutama 
menyangkut kebersihan, ketertiban, keindahan, 
kesehatan, dan keamanan kota.   
 Upaya penataan dan pemberdayaan 
pedagang kaki lima telah dilakukan oleh 
pemerintah Kota Madiun yang ditangani oleh 
petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
dan Dinas Perdagangan Kota Madiun diatur 
dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 
2012. Kebijakan mengenai penataan dan 
pemberdayaan pedagang kaki lima telah 
ditetapkan cukup lama yaitu sudah berjalan 
hampir 7 tahun. Implementasi di lapangan, 
setiap program dan kegiatan penataan pedagang 
kaki lima masih mengalami kendala. Proses 
perencanaan tata ruang seringkali belum 
mempertimbangkan keberadaan dan kebutuhan 
ruang untuk PKL. Implementasi kebijakan 
dilakukan dengan melihat tahapan 
implementasi dari program yang telah dibuat 
oleh pemerintah atas dasar kebijakan penataan 
pedagang kaki lima.  
Berdasarkan masalah tersebut, maka 
penelitian ini bertujuan untuk: 1. 
Mengidentifikasi implementasi Peraturan 
Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang 
Penataan PKL dan program kegiatan yang telah 
dilakukan oleh pemerintah di Kota Madiun; 2. 
Menganalisis faktor-faktor penghambat dan 
pendukung implementasi kebijakan Peraturan 
Daerah Nomor 14 Tahun 2012.   
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian yang dilakukan mengenai 
implementasi kebijakan penataan PKL 
menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan 
data pokok yang digunakan dalam penelitian ini 
dengan observasi/ pengamatan langsung; 
wawancara in-depth interview  kepada informan 
dan dokumentasi. Data sekunder yang 
digunakan pada penelitian ini adalah buku 
literatur terkait pedagang kaki lima termasuk 
literatur penelitian yang sejenis, dokumen 
kebijakan terkait pedagang kaki lima seperti 
Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan 
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di 
Kota Madiun dan data program/kegiatan untuk 
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PKL di Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kota 
Madiun.  
Unit analisis yang digunakan adalah 
pedagang kaki lima. Keterbatasan waktu, biaya, 
dan tenaga membuat pengambilan data pada 
penelitian ini tidak dilakukan untuk seluruh 
populasi, tetapi menggunakan sampel yang 
mewakili populasi. Memilih sampel pada 
penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling. Purposive sampling ini diambil 
dengan pertimbangan bahwa Satpol PP dan 
Dinas Perdagangan sebagai pembuat program 
dan kebijakan berdasarkan Perda No. 14 Tahun 
2012 dan Dinas Lingkungan Hidup yang 
mengawasi masalah lingkungan di Kota 
Madiun sekaligus terkait masalah kebersihan 
lapak PKL.  
Wawancara terhadap PKL Madiun 
dilakukan berdasarkan pembagian jadwal usaha 
dan lokasi yang telah ditetapkan pada Peraturan 
Walikota No. 19 Tahun 2019. Ketiga puluh 
lokasi sebaran PKL kemudian dikelompokkan 
menjadi 6 cluster berdasarkan posisi relatif dan 
kemiripan kawasan disekitarnya. Masing-
masing cluster selanjutnya dipilih beberapa 
informan agar seluruh informasi dari PKL Kota 
Madiun dapat terwakili meskipun melalui 
pendekatan kualitatif (Tabel 1). 
Tabel 1 Penentuan Sampel PKL di Kota Madiun Berdasarkan 
Pembagian Lokasi dan Jadwal Usaha Sesuai Peraturan Walikota 
No. 19 Tahun 2019 
No Area (A) Lokasi 
1 
A1 
Jl. Yos Sudarso 
2 Jl. Diponegoro 
3 Jl. Imam Bonjol 




6 Alun-Alun Timur 
7 
A3 
Jl. Hj. Agus Salim  
8 Jl. Cokroaminoto 
9 Jl. Panglima Sudirman 





12 Lapangan Gulun 
13 Jl. Abdurahman Saleh 
14 Jl. Setya Budi 
15 A5 Bundaran Taman Praja 
16 A6 Taman Hiburan Demangan 
Sumber: Konstruksi Penulis, 2019 
Metode sampling tujuan kedua kepada 
masyarakat sekitar lokasi dagang PKL dan 
pejalan kaki adalah accidental sampling. 
Pengolahan data dilakukan menggunakan 
triangulasi teknik. Teknik analisis data yang 
digunakan dilakukan menggunakan model 
analisa data interaktif. 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
1. Karakteristik Pedagang Kaki Lima Kota 
Madiun 
  Jumlah PKL Kota Madiun tahun 2013 
yang berhasil didata oleh D inas Perdagangan 
adalah 104 PKL. jumlah PKL ditahun 2016 
sampai 2017 tidak mengalami peningkatan, 
namun ditahun 2018 jumlah PKL mulai 
bertambah sebanyak 177. Berdasarkan hasil 
interpretasi penambahan jumlah PKL paling 
besar tidak pada lokasi lama. Pertumbuhan 
jumlah PKL paling jelas terlihat adalah pada 
lokasi-lokasi baru yaitu, Lapangan Winongo, 
Imam Bonjol, Abdurahman Saleh, THD, dan 
Jalan S.Parman. Sedangkan lokasi lama yang 
mengalami pertumbuhan jumlah PKL hanya 
pada 4 lokasi yaitu Jalan Cokroaminoto, Jalan 
Panglima Sudirman, Jalan Alun-Alun Timur, 
dan Jalan Merpati. Secara garis besar, jumlah 
PKL Kota Madiun telah mengalami 
peningkatan dari tahun 2013 hingga 2018, baik 
dari PKL yang menetap maupun berkeliling.  
 Sebelum membahas lebih jauh mengenai 
penataan PKL Kota Madiun, perlu diketahui 
karakteristik sosial, ekonomi, dan spasial serta 
alasan PKL memilih menjalani pekerjaan 
sebagai pedagang kecil.  
a. Karakteristik Sosial PKL Kota Madiun 
Penentuan karakteristik sosial yang 
pertama adalah mencakup kelompok usia. 
Kelompok usia yang digunakan mengacu pada 
klasifikasi BPS (Badan Pusat Statistika). Secara 
umum, berdasarkan data yang diperoleh dari 
paguyuban PKL yaitu data keanggotaan PKL 
Kota Madiun tahun 2019 sebagian besar 
pedagang berada pada kelompok usia produktif  
(15-64 tahun) yaitu kelahiran tahun 1990 
sampai tahun 1955. Hal tersebut sesuai dengan 
hasil temuan di lapangan, rata-rata PKL juga 
berada pada usia produktif yaitu berkisar antara 
lebih dari 25 tahun dan kurang dari 60 tahun.  
Secara umum, PKL Kota Madiun 
memiliki status pernikahan telah menikah. Hal 
tersebut juga diperjelas melalui hasil survei 
Dinas Perdagangan tahun 2013 terhadap 104 
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PKL, bahwa jumlah anggota keluarga PKL 
rata-rata berjumlah 3-6 orang. Hasil temuan di 
lapangan menunjukkan hal yang sesuai yaitu 
sebagian besar dari PKL yang diwawancari 
telah menikah. Karakteristik status perkawinan 
ini berhubungan dengan jumlah pendapatan 
dalam suatu rumah tangga. Artinya bagi PKL 
yang telah menikah, apabila memiliki banyak 
tanggungan keluarga maka kepala keluarga 
harus lebih banyak usaha untuk memperoleh 
pendapatan.  
PKL Kota Madiun pada umumnya 
masih didominasi oleh PKL dengan jenis 
kelamin laki-laki. Hasil survei Dinas 
Perdagangan terhadap 104 PKL tahun 2013 
juga menunjukkan lebih dari 80 PKL 
merupakan laki-laki dan sisanya adalah 
perempuan. Pengamatan di lapangan 
menunjukkan hal serupa, bahwa PKL laki-laki 
jauh lebih banyak dari pada PKL perempuan. 
Namun, PKL perempuan juga sering dijumpai 
diseluruh lokasi yang digunakan PK L Kota 
Madiun untuk berdagang. Maka dapat 
dikatakan bahwa jenis kelamin bukan faktor 
penghambat atas profesi ini. 
Karakteristik sosial dengan kriteria 
pendidikan bagi PKL Kota Madiun dapat 
dikatakan masih rendah. Berdasarkan data yang 
diperoleh dari hasil pendataan oleh Dinas 
Perdagangan tahun 2013, secara umum PKL 
Kota Madiun memiliki pendidikan terakhir 
ditingkat SD, SMP, dan SMA atau sederajat . 
Artinya, tingkat pendidikan tidak berpengaruh 
terhadap jenis bidang usaha yang ditekuni PKL 
karena tingkat pendidikan bukan merupakan 
syarat utama dalam pekerjaan ini. Pendidikan 
PKL yang termasuk rendah seharusnya menjadi 
peluang bagi pemerintah untuk mendukung 
sektor informal terus berkembang dengan cara 
melakukan pembinaan dan pelatihan 
pengelolaan berusaha, pengelolaan keuangan, 
dan sebagainya yang bisa membantu 
meningkatkan skill PKL. 
b. Karakteristik Ekonomi PKL Kota 
Madiun 
Secara umum usaha yang ditekuni oleh 
PKL Kota Madiun didominasi pada bidang 
kuliner yaitu makanan dan minuman. Hal 
tersebut dibuktikan berdasarkan observasi 
lapangan dan data dari daftar keanggotaan 
paguyuban PKL tahun 2019 Kota Madiun yang 
menunjukkan jumlah PKL dibidang kuliner 
jauh lebih banyak dibandingkan PKL jenis 
dagangan lain seperti mainan, baju, rokok, dan 
sebagainya. Selain itu, survei yang dilakukan 
oleh Dinas Perdagangan tahun 2013 kepada 104 
PKL juga menunjukkan sebagian besar PKL 
Madiun berjualan makanan dan minuman.  
Secara umum, pendapatan kotor rata-rata 
PKL Kota Madiun dibidang kuliner setiap 
harinya adalah >Rp.100.000,00-
>Rp.1.000.000,00. Didukung berdasarkan hasil 
survei yang dilakukan pemerintah kepada 104 
PKL ditahun 2013 yang menunjukkan rata -rata 
pendapatan PKL dalam satu hari yaitu 
Rp.100.000,00-Rp.200.000,00. Terdapat 
perbedaan pendapatan yang cukup terlihat PKL 
di tahun 2019 dan ditahun 2013. Hal tersebut 
dapat dipengaruhi oleh peningkatan UMK Kota 
Madiun (Upah Minimum Kabupaten/Kota) 
yang meningkat dari Rp.953.000,00 menjadi 
Rp.1.801.406,09 ditahun 2019 berdasarkan 
Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 
188/665/KPTS/013/2018 tentang UPAH 
Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 
Tahun 2019. Semakin tinggi penghasilan 
masyarakat Kota Madiun, maka daya beli 
masyarakat juga ikut meningkat. Artinya, 
konsumsi domestik masyarakat termasuk untuk 
membeli barang dagangan yang dijual oleh 
PKL juga cenderung meningkat. Oleh karena 
itu, penghasilan PKL juga ikut meningkat 
setiap tahunnya.  
Hal lain yang mempengaruhi pendapatan 
PKL adalah terdapat perbedaan modal awal dan 
lokasi PKL berjualan yang secara umum 
semakin strategis lokasi PKL maka pendapatan 
PKL juga semakin bagus. Survei terhadap 104 
PKL tahun 2013 oleh pemerintah Kota Madiun 
memiliki kisaran modal awal yaitu 
Rp.100.000,00-Rp.1.500.000,00.Modal harian 
yang digunakan PKL juga berbeda-beda, hal ini 
dikarenakan kebijakan dari masing-masing 
pedagang dan pola pengeluaran yang berbeda-
beda disetiap lokasi.  Secara umum, modal awal 
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harian PKL Kota Madiun dengan jenis 
dagangan kuliner yaitu Rp.50.000,00-
Rp.500.000,00. Modal harian ini hanya sebagai 
modal yang dibutuhkan PKL untuk memodali 
barang yang akan dijual dalam satu hari.   
c. Karakteristik Spasial Kota Madiun 
Secara umum berdasarkan observasi 
diseluruh Kota Madiun, PKL Madiun 
didominasi oleh pedagang dengan jenis 
dagangan kuliner. Sebagian besar mereka 
menggunakan trotoar disepanjang jalan ruang 
Kota Madiun sebagai lokasi mereka berjualan, 
pengelompokkannya bersifat linier 
agglomeration. PKL Kota Madiun didominasi 
dengan PKL yang menggunakan tenda semi 
permanen dan gerobak bagi PKL semi statik. 
Sedangkan untuk PKL Kota Madiun yang 
sifatnya mobile atau keliling secara umum 
menggunakan motor dan gerobak beroda 
sebagai sarana dagang.  
Secara umum pemilihan lokasi PKL 
Kota Madiun menyebar pada bagian-bagian 
kota yang ramai lalu lintas dan memiliki lebar 
jalan yang luas. Umunya, pembeli yang ingin 
membeli barang dagangan di badan jalan 
sebagai lokasi parkir. Selain itu PKL yang 
berjualan dimalam hari pada umumnya lebih 
ramai dikunjungi oleh pembeli (Gambar 1). 
  
Gambar 1 PKL Kota Madiun yang ramai pembeli dimalam hari 
Sumber: Observasi Lapangan, April 2019 
 
2. Implementasi Program dan Kebijakan 
Penataan PKL  
Implementasi kebijakan dalam 
penelitian ini merupakan serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh pembuat kebijakan untuk 
menangani permasalahan PKL di Kota Madiun. 
Berdasarkan implementasi kebijakan di 
lapangan dapat diketahui keberhasilan atau 
kegagalan suatu kebijakan yang dibuat 
pemerintah Kota Madiun. 
2.1. Regulasi Penataan PKL Kota 
Madiun 
2.1.1. Daftar Regulasi Penataan PKL Kota 
Madiun 
Tabel 2 Regulasi Penataan PKL Kota Madiun 
Peraturan Keterangan 
Peraturan Daerah Kota 





-Penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban di 
tempat-tempat umum, jalanan umum, dan trotoar.  
-Larangan-larangan yang harus dihindari pada saat 
berada di tempat umum, meliputi Pasal 8e dan 8p: 
 larangan menggunakan dan/atau mendirikan 
bangunan di tepi dan/atau di atas jalan 
umum, saluran air dan fasilitas umum  
 larangan menggunakan tempat umum, yang 
dikuasai oleh Pemerintah Daerah, sebagai 
tempat tinggal, menginap, berjualan maupun 
kegiatan-kegiatan lainnya. 
Peraturan Daerah Kota 
Madiun Nomor 06 
Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Madiun 
Tahun 2010-2030 
-Rangkaian rencana pembangunan fisik kota di 
Kota Madiun dengan ketentuan-ketentuan tertentu 
meliputi Pasal 35 dan 43: 
 Pengembangan sentra-sentra (PKL) di 
kawasan pusat pelayanan sekaligus sebagai 
daya tarik wisata.  
 Lokasi kawasan peruntukan ruang bagi PKL 
dalam 21 titik dan arahan penataan PKL 
Peraturan Daerah Kota 
Madiun Nomor 14 
Tahun 2012 tentang 
Penataan dan 
Pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima  
-Penataan PKL: pendataan PKL; pendaftaran PKL; 
penetapan lokasi PKL; pemindahan PKL dan 
penghapusan lokasi PKL; dan peremajaan lokasi 
PKL. 
-Pemberdayaan  PKL:  peningkatan kemampuan 
berusaha; fasilitas akses permodalan; fasilitas 
bantuan sarana dagang; penguatan kelembagaan; 
fasilitas peningkatan produksi; pengolahan, 
pengembangan jaringan dan promosi; dan  
pembinaan dan bimbingan teknis.  
-Hak-hak PKL,  
-Kewajiban PKL,  
-Larangan-larangan, dan sanksi bagi PKL. 
Peraturan Daerah Kota 
Madiun Nomor 11 




-Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan:  
 PKL menetap diwajibkan membayar 
retribusi kebersihan sebesar Rp.250,00/hari 
 PKL yang bersifat mobile membayar 
Rp.200,00/hari 
Peraturan Daerah Kota 
Madiun Nomor 23 




Peraturan Daerah Kota 
Madiun Nomor 25 
Tahun 2017 
-Pajak daerah wajib dibayarkan oleh setiap 
penduduk Kota Madiun. PKL  membayar pajak 
restoran (warung/pedagang kaki lima)  sebesar 
Rp.500,00.  
Peraturan Daerah Kota 
Madiun Nomor 17 
Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota 
Madiun Nomor 04 
Tahun 2014 tentang 
Rencana Jangka 
Menengah Daerah 
Kota Madiun Tahun 
2014-2019 
-Rencana program kerja untuk mengatasi 
permasalahan sinkronisasi regulasi PKL melalui 
perwujudan program pembinaan PKL Kota 
Madiun.  
Peraturan Walikota 
Madiun No 19 Tahun 
2019 
-Rincian 29 titik lokasi sementara bagi PKL yang 
diperbolehkan sebagai lokasi berdagang  
-Waktu berdagang PKL yang diizinkan oleh 
pemerintah. 
Sumber: UU dan Perda (peraturan.go.id dan madiunkota.go.id)  
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Berdasarkan tabel di atas, beberapa 
peraturan mengenai PKL tidak ada satupun 
yang menjelaskan lokasi permanen bagi PKL 
berjualan. Lokasi yang disebutkan dalam Perda 
No. 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota Madiun, Perda No.14 
Tahun 2012, dan Perwal Kota Madiun No.19 
Tahun 2019 hanya sebagai lokasi binaan 
sementara. Sehingga, tidak ada dasar hukum  
yang kuat bagi PKL untuk terus 
mempertahankan lokasi berdagang mereka 
dalam jangka waktu lama.  
Pada setiap peraturan yang terkait PKL, 
tidak disebutkan batasan jumlah PKL yang ada 
dalam satu kawasan dan yang mengatur luasan 
lapak maupun lokasi bagi PKL untuk 
mendirikan tenda atau sarana dagang milik 
mereka. Pemerintah Kota Madiun menetapkan 
berbagai Peraturan Daerah untuk secepat 
mungkin mengatasi permasalahan PKL. Hal ini 
merupakan imbas negatif dari otonomi daerah, 
sehingga beberapa kebijakan yang dikeluarkan 
oleh pemerintah daerah tidak sepenuhnya 
dilatarbelakangi oleh kajian terhadap 
kebutuhan dan kepentingan PKL yang pada 
akhirnya tidak memberikan dampak manfaat 
secara langsung. 
Kurang pemahaman pemerintah 
mengenai kondisi permasalahan di lapangan 
mengakibatkan perda yang terkesan dipaksakan 
atau tanpa dasar hukum yang jelas. Seperti pada 
Perda No. 14 Tahun 2012 bagian peremajaan 
lokasi PKL yang tidak dijelaskan secara rinci 
peremajaan lokasi yang harus dilaksanakan 
oleh Dinas Perdagangan. Perda yang tidak 
menjelaskan setiap regulasinya secara jelas 
tentunya akan menyebabkan multi tafsir pada 
saat implementasinya. Secara garis besar, dapat 
dikatakan kebijakan mengenai PKL Kota 
Madiun masih terdapat kekurangan, meskipun 
demikian peraturan satu dengan peraturan lain 
saling melengkapi dan sinkron.  
2.1.2. Penataan dan Pemberdayaan PKL 
Berdasarkan Peraturan Daerah 
No. 14 Tahun 2012, Program dan 
Kegiatan Pemerintah Kota Madiun 
Tabel 3 Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Kota 
Madiun Berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012  
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Pemindahan PKL CFD 
di Jalan Pahlawan ke  
Taman  Bantaran Kali 
Madiun  di Jalan 
Ahmad Yani 
Sumber: Data Primer, 2019 
Program dan kegiatan yang telah 
direncanakan oleh pemerintah sebagai upaya 
perwujudan dari Peraturan Daerah Kota 
Madiun No. 14 Tahun 2012 dikelompokkan 
dalam kategori penataan dan pemberdayaan. 
Secara keseluruhan menunjukkan, masih 
terdapat program  dan kegiatan dari Dinas 
Perdagangan Kota Madiun yang belum sinkron.  
1. Penataan PKL 
Penataan PKL Kota Madiun terdiri dari 
lima tahapan seperti yang tertuang dalam Perda 
No.14 Tahun 2012, Pasal 6. Dinas Perdagangan 
7 
 
dalam merencanakan program dan kegiatan 
tidak sesuai dengan urutan tahapan penataan 
PKL yang tertuang dalam kebijakan tersebut. 
Pemerintah hanya berfokus pada anggaran yang 
telah disiapkan setiap tahunnya, sehingga 
dalam penyusunan program dan kegiatan tidak 
sinkron antara tahun sebelum dan tahun 
sesudahnya. 
Tahap penataan PKL yang perlu 
dilakukan pemerintah jika disesuaikan dengan 
perda yang mengatur adalah pendataan PKL 
Kota Madiun. Pada tahap pertama, Dinas 
Perdagangan telah menjalankan program yang 
sesuai yaitu pendataan ke 104 PKL ditahun 
2013. Ditahun selanjutnya, pemerintah 
melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap 
pedagang kaki lima terkait Peraturan Walikota 
No. 14 Tahun 2016. Dapat dikatakan, langkah 
pemerintah dalam hal melakukan penataan 
PKL Kota Madiun ini terbilang lambat. Hal ini 
dikarenakan selama 2 tahun yaitu tahun 2014 
sampai 2015 pemerintah hanya melakukan 
pemberdayaan PKL saja tanpa ada penataan 
bagi PKL.  
Kegiatan sosialisasi ditahun 2016 
termasuk dalam kategori penataan dan 
pemberdayaan PKL dengan langkah untuk 
pembinaan dan bimbingan teknis sekaligus 
penetapan lokasi PKL. Pada Perwal No. 14 
tahun 2016 juga telah diatur 29 lokasi bagi PKL 
yang dilengkapi dengan peraturan jam 
berdagang PKL. Dinas Perdagangan bersama 
Satpol PP melakukan relokasi kepada PKL di 
Jalan Kartini, Jalan Batang Hari, dan Jalan Nori 
ke Pasar Kotak Srijaya. Pada saat dilakukan 
relokasi ini, pemerintah belum melakukan 
pendaftaran PKL sebagai PKL resmi yang 
berizin. Sehingga, saat direlokasi PKL tidak 
memiliki kekuatan hukum untuk melakukan 
penolakan. Tahun 2017, Dinas Perdagangan 
baru merencanakan program pendaftaran PKL. 
Program ini terbilang cukup terlambat 
implementasinya karena selama hampir 5 tahun 
Perda No. 14 Tahun 2012 disahkan.  
Program penataan PKL yang dilakukan 
oleh pemerintah ditahun 2018 adalah 
peremajaan lokasi PKL. Rencana program 
peremajaan ini belum sesuai dengan 
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 
Dinas Perdagangan. Hal ini dikarenakan isi dari 
Perda No. 14 tahun 2012 yang tidak secara 
spesifik menjelaskan langkah peremajaan 
lokasi yang dimaksud. Sehingga, dalam 
implementasinya Dinas Perdagangan 
mewujudkan program peremajaan lokasi PKL 
melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan 
ulang saja kepada PKL.   
Secara keseluruhan, tahapan penataan 
PKL sangat penting untuk dilakukan secara 
sistematis sesuai dengan Perda No. 14 Tahun 
2012. Perencanaan program yang tidak 
sistematis justru menimbulkan hasil yang tidak 
sinkron antara program dan kegiatan yang 
dibuat oleh pemerintah khususnya Dinas 
Perdagangan Kota Madiun. Hal ini 
menyebabkan PKL menjadi terhambat dalam 
memperoleh hak-haknya. Ketidakjelasan arah 
perencaanaan program disebabkan oleh kurang 
pahamnya pemerintah terhadap permasalahan 
PKL di lapangan. Sehingga, pemerintah tidak 
memiliki strategi yang tepat dalam 
menyelesaikan permasalahan penataan PKL di 
Kota Madiun.  
2. Pemberdayaan PKL 
Pemberdayaan PKL secara umum 
dilakukan untuk meningkatkan kualitas diri 
PKL agar memiliki keterampilan dalam 
berusaha. Dinas Perdagangan Kota Madiun 
melakukan pemberdayaan PKL melalui 
program peningkatan kemampuan berusaha, 
penguatan kelembagaan, serta melalui program 
pembinaan dan bimbingan teknis yang 
diwujudkan dengan kegiatan sosialissi dan 
pelatihan. 
Secara keseluruhan berdasarkan 
rincian program pemberdayaan dan penataan 
PKL yang dilakukan Dinas Perdagangan jauh 
lebih baik dan efektif,  apabila dalam satu tahun 
sudah mencakup penataan PKL sekaligus 
pemberdaayaan PKL. Pelaksanaan penataan 
dan pemberdayaan PKL yang tidak saling 
bersinergi menyebabkan keterlambataan PKL 
untuk memperoleh informasi, hak-haknya, dan 
juga dapat menimbulkan masalah lainnya dari 
ketidaksinkronan perencanaan program dan 
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kegiatan. Hasil yang diharapkan dalam 
penataan dan pemberdayaan PKL bisa saja 
tidak sesuai dengan rencana yang dibuat. Oleh 
karena itu, pemerintah khususnya Dinas 
Perdagangan yang memiliki fungsi penting 
menata dan memberdayakan PKL perlu lebih 
serius dalam menentukan strategi dan 
menyusun program kegiatan untuk PKL.  
2.2. Implementasi Peraturan Daerah No. 
14 Tahun 2012, Program dan 
Kegiatan Pemerintah Kota Madiun 
Sebagai Upaya Penataan dan 
Pemberdayaan PKL  
Hasil penelitian menunjukkan m asih 
terdapat perbedaan penilaian implementasi dari 
sudut pandang pemerintah dan PKL. Untuk 
mengatasi semakin berbedanya pandangan 
antara pemerintah dan PKL, maka sudah 
seharusnya dilakukan perundingan antara 
kedua belah pihak.  
  Upaya pemerintah untuk mengatur dan 
menata PKL Kota Madiun merupakan hal 
positif yang harus diapresiasi. Hal ini dapat 
terlihat dari upaya pemerintah mendata PKL 
Kota Madiun sejak tahun 2013 hingga tahun 
2019 ini. Meskipun, dalam implementasinya 
pemerintah belum mampu mendata 
keseluruhan PKL secara merata. Pemerintah 
khususnya Dinas Perdagangan kekurangan 
tenaga dalam mendata seluruh PKL Kota 
Madiun. Hal ini sebenarnya tidak bisa dijadikan 
alasan yang tepat bagi pemerintah untuk tidak 
dapat melakukan pendataan PKL secara merata. 
Anggara dana yang disiapkan untuk pendataan 
PKL cukup besar, sehingga seharusnya 
pemerintah bisa menggunakan tenaga survey 
lain dengan anggaraan yang ada.  
  Pelaksanaan sosialisasi belum 
sepenuhnya memenuhi harapan pemerintah 
bahwa PKL akan memahami dan mendapatkan 
manfaat dari pembinaan. Seperti pada 
pelaksanaan sosialisasi Perda No. 14 Tahun 
2012 ditahun 2013 dan sosialisasi Perwal No. 
14 Tahun 2016 ditahun 2016. Tahun pertama 
pelaksanaan sosialisasi kebijakan seharusnya 
pemerintah mulai merangkul paguyuban PKL 
meskipun pada saat itu mereka belum terbentuk 
secara resmi. Dapat diinterpretasikan bahwa 
sikap pemerintah pada saat itu belum cukup 
aktif terhadap seluruh aktor yang terlibat 
penataan PKL.  
  Kondisi di lapangan setelah adanya 
sosialisasi tersebut menunjukkan, masih 
terdapat PKL yang berjualan di lokasi tidak 
sesuai peruntukannya dan tidak sesuai waktu 
berdagangan yang ditentukan pemerintah. Hal 
ini karena pada umunya PKL beranggapan 
lokasi yang ditempati lebih ramai dibandingkan 
lokasi yang ditentukan pemerintah serta jam 
berdagang tersebut dianggap terlalu membatasi 
PKL dalam bekerja. 
1. Keberhasilan atau Kegagalan 
Implementasi Kebijakan Penataan 
PKL 
  Keberhasilan maupun kegagalan 
implementasi kebijakan diidentifikasi 
berdasarkan terlaksananya program kegiatan 
yang telah direncanakan oleh pemerintah serta 
tercapainya tujuan dan manfaat dari pembuat 
kebijakan maupun bagi kelompok sasaran 
kebijakan yaitu PKL.  
  Secara keseluruhan, 5 program belum  
berhasil terlaksana dengan baik sedangkan 4 
program lainnya dapat dikatakan berhasil. 
Program dapat dikategorikan berhasil jika dari 
sisi pemerintah mampu mencapai tujuan yang 
diinginkan dan dari sisi PKL memperoleh 
manfaat atas program maupun kegiatan yang 
dibuat. Dapat disimpulkan bahwa penataan dan 
pemberdayaan PKL Kota Madiun belum 
berjalan dengan baik. Hal ini didasarkan atas 
belum terwujudnya kepatuhan PKL dan 
ketertiban sebagaimana yang diharapkan 
pemerintah Kota Madiun. Selain itu, bukti 
penataan dan pemberdayaan yang belum  
maksimal juga dipengaruhi oleh isi dari 
kebijakan yang mengatur masih terdapat 
kekurangan, keputusan yang diambil dalam hal 
perencanaan program yang belum  
mengakomodasi kepentingan PKL, dan 
implementasi kebijakan yang masih belum 
sepenuhnya mencapai tujuan program.  
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3. Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan 
Penataan PKL 
Berdasarkan analisis sebelumnya dapat 
dikatakan bahwa penataan PKL di Kota Madiun 
belum berjalan dengan baik. Sub bagian 
terakhir akan menjelaskan mengenai berbagai 
faktor yang ada dalam implementasi kebijakan 
penataan PKL di Kota Madiun. Menurut Van 
Meter & Van Horn dan Mazmanian & Sabatier 
terdapat variabel dalam implementasi 
kebijakan yaitu kom unikasi, sumber daya, 
disposisi, struktur birokrasi, karakteristik dari 
masalah, karakteristik dari kebijakan, dan 
kondisi lingkungan.  
 
3.1. Faktor Pendukung Keberhasilan 
Implementasi Kebijakan Penataan 
PKL 
1. Koordinasi dan kerjasama antar SKPD 
terjalin baik dalam pelaksanaan program 
dan kegiatan untuk PKL: Secara garis besar 
pemerintah berhasil membangun 
komunikasi dan kerjasama dari setiap 
penyelenggaraan program  dan kegiatan 
yang ada dengan keterlibatan seluruh pihak 
yaitu masing-masing SKPD. Hal ini dinilai 
dari terlaksananya program dan kegiatan 
yang telah direncanakan Dinas 
Perdagangan, dan instansi terkait lainnya 
setiap tahun.  
2. Komunikasi vertikal yang baik antara 
pemerintah dengan PKL melalui kegiatan 
pembinaan: Secara garis besar, komunikasi 
vertikal antara PKL dan pemerintah 
berjalan dengan baik. Hal ini dapat dinilai 
berdasarkan keikutsertaan PKL dalam 
berbagai kegiatan pembinaan yang 
dilaksanakan Dinas Perdagangan dan 
Satpol PP Kota Madiun.  
3. Pemerintah tegas terhadap aturan yang 
dibuat: Perlakuan setiap aparat 
pemerintahan terkait penataan PKL sudah 
tegas dan sesuai aturan. Tindakan tegas 
tersebut dapat dinilai berdasarkan 
kesigapan Satpol PP apabila terdapat PKL 
yang melanggar aturan.  
4. Adanya paguyuban PKL yang 
membantu koordinasi PKL dan 
pemerintah: Secara umum, keberadaan 
paguyuban PKL sangat membantu dalam 
proses komunikasi dan koordinasi antara 
PKL dan pemerintah.  
5. Sebagian besar PKL kooperatif pada 
saat dilakukan relokasi: Hal ini dapat 
dinilai berdasarkan keberhasilan Satpol PP 
dan Dinas Perdagangan Kota Madiun yang 
melakukan pemindahan dan penghapusan 
lokasi PKL.  
6. Sebagian besar masyarakat tidak 
merasa terganggu atas keberadaan PKL 
disekitar mereka: Secara umum keberadaan 
PKL di Kota Madiun bagi masyarakat 
sekitar lokasi berjualan dianggap tidak 
terlalu mengganggu arus lalu lintas karena 
jalan untuk lalu lintas sudah cukup lebar.  
Berdasarkan penjelasan di atas dapat 
disimpulkan bahwa dalam realitas penataan 
PKL di Kota Madiun komunikasi, struktur 
birokrasi, disposisi, krakteristik masalah dari 
tingkat komitmen dan  kepatuhan kelompok 
sasaran, serta kondisi lingkungan dari 
masyarakat cukup mendukung terlaksananya 
implementasi kebijakan penataan dan 
pemberdayaan PKL. Dengan adanya faktor 
pendukung inilah yang seharusnya 
dipertahankan dan semakin diperkuat untuk 
memperlancar implementasi. 
 
3.2. Faktor Penghambat Keberhasilan 
Implementasi Kebijakan Penataan 
Pedagang Kaki Lima  
1. SDM yang dimiliki pemerintah untuk 
pelaksanaan program dan kegiatan 
penataan PKL masih kurang: Jumlah SDM 
yang tidak banyak ini menjadi menghambat 
proses penataan PKL Kota Madiun.  
2. Bantuan yang diberikan oleh 
pemerintah belum merata ke seluruh PKL 
di Kota Madiun: Hal ini dapat dibuktikan 
berdasarkan hasil wawancara di lapangan. 
Sebagian besar PKL merasa hingga saat ini 
belum pernah mendapatkan bantuan yang 
nyata dari pemerintah.  
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3. Mengetahui adanya peraturan lokasi 
dan jadwal usaha namun, masih melanggar: 
PKL juga masih sering meninggalkan 
gerobak dan peralatan dagang mereka 
begitu selesai berdagang, berjualan diruang 
yang tidak semestinya, dan berdagang 
dijadwal yang tidak sesuai. Padahal, 
sebelumnya mereka telah mendapatkan 
sosialisasi mengenai larangan untuk PKL 
sesuai perda.  
4. Pemerintah belum mampu 
menyediakan lokasi yang sesuai dengan 
keinginan PKL: Pemerintah perlu 
melibatkan PKL dalam menentukan lokasi-
lokasi mereka untuk berusaha sehingga 
faktor penghambat ini dapat teratasi.  
5. Program dan kegiatan yang dibuat oleh 
pemerintah setiap tahunnya kurang sinkron 
sehingga, tidak ada keberlanjutan: Tahapan 
penataan PKL sangat penting untuk 
dilakukan secara sistematis sesuai dengan 
Perda No. 14 Tahun 2012 karena 
perencanaan program yang tidak sistematis 
justru menimbulkan hasil yang tidak 
sinkron antara program dan kegiatan yang 
dibuat. 
6. Masyarakat masih sering berbelanja ke 
PKL  yang berjualan tidak sesuai dengan 
kebijakan lokasi dan waktu yang telah 
ditetapkan: ketidaktahuan masyarakat 
maupun pengguna jalan atas peraturan 
penataan PKL yang harus sesuai dengan 
lokasi dan jadwal usaha yang telah 
ditentukan pemerintah mendorong P KL 
untuk terus bertahan dan semakin sulit 
untuk ditertibkan.  
  Secara keseluruhan, faktor pengham bat 
implementasi kebijakan penataan PKL di Kota 
Madiun berasal dari aspek sumber daya baik 
SDM atau tenaga dan anggaran, aspek disposisi 
yaitu tingkat kepatuhan kelompok sasaran 
(PKL), karakteristik masalah dalam hal 
penyelesaian teknis masalah di lapangan, isi 
dari kebijakan terhadap keberlanjutan program, 
dan kondisi lingkungan masyarakat yang belum  
memahami adanya kebijakan sehingga 
memberikan peluang  PKL untuk  melanggar 
aturan. 
3.3. Upaya untuk Mengatasi Hambatan 
Implementasi Kebijakan Penataan 
Pedagang Kaki Lima di Kota 
Madiun  
Faktor penghambat dari implementasi 
kebijakan dapat diminimalisir dengan 
melakukan upaya-upaya yang dapat 
mengurangi hambatan sebagai berikut:  
1. Komunikasi harus diperbaiki antara 
pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan 
PKL sebagai pelaksana kebijakan, terlebih 
saat proses pembuatan produk hukum agar 
dapat menciptakan kesepakatan yang jelas 
antara kedua pihak dan membuat 
perubahan yang baik bagi penataan PKL di 
Kota Madiun selanjutnya.  
2. Optimalisasi sumber daya yang tersedia 
baik dari segi fisik, anggaran, dan jumlah 
tenaga kerja juga akan membantu 
mengatasi hambatan-hambatan 
implementasi kebijakan yang terbentuk 
dari PKL, pemerintah, maupun masyarakat. 
Pemerintah dan PKL harus sama-sama 
memahami dan mentaati aturan yang ada. 
3. Kinerja pemerintah terhadap penataan 
PKL selama ini perlu dioptimalkan kembali 
melalui perwujudan program-program dan 
kegiatan yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan PKL kedepannya. Selain itu, 
perlu adanya pengawasan yang intens 
terhadaap PKL yang telah ditata.  
Pemerintah melalui SKPD juga telah 
membuat rancangan strategi kebijakan untuk 
menangani permasalahan PKL, wujud nyatanya 
adalah dengan: 
a. Menerbitkan TDU untuk mengontrol 
keberadaan paguyuban PKL yang ada 
di Kota Madiun sehingga membantu 
mempermudah pengawasan dan 
pembinaannya. 
b. Mengadakan kegiatan lomba 
ketertiban, kerapian, dan kebersihan 
antar paguyuban PKL dengan harapan 
PKL yang tergabung dalam 
paguyuban-paguyuban PKL ikut 
berpartisipasi dalam menciptakan 
kawasan berjualan mereka masing-
masing menjadi tertib, rapi, dan indah.  
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Melalui strategi kebijakan yang 
direncanakan tersebut, seluruh pihak berharap 
agar setiap kelemahan dari implementasi 
kebijakan penataan PKL dapat teratasi dengan 
perlahan namun tetap ada perkembangan.    
 
KESIMPULAN 
1. Regulasi untuk mengatasi permasalahan 
PKL di Kota Madiun yaitu Peraturan Daerah 
Kota Madiun No. 14 Tahun 2012 tentang 
Penataan dan Pemberdayaan PKL, Peraturan 
Walikota Madiun No. 14 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 14 
Tahun 2012 yang telah diperbaharui menjadi 
Peraturan Walikota No. 19 Tahun 2019, dan 
Peraturan Derah No. 6 Tahun 2011 tentang 
RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030. Sesuai 
perda, tahap penataan PKL Kota Madiun 
dilakukan dalam 5 tahap meliputi: pendataan 
PKL; pendaftaran PKL; penetapan lokasi PKL; 
pemindahan PKL dan penghapusan lokasi 
PKL; dan peremajaan lokasi PKL. Sedangkan, 
pemberdayaan PKL dilakukan melalui, 
peningkatan berusaha, fasilitas bantuan sarana 
dagang, penguatan kelembagaan, fasilitas 
peningkatan produksi, serta pembinaan dan 
bimbingan teknis. Implementasi penataan dan 
pemberdayaan PKL Kota Madiun secara 
keseluruhan belum berjalan dengan baik. Hal 
ini dibuktikan dari 5 program belum berhasil 
terlaksana dengan baik sedangkan 4 program  
lainnya dapat dikatakan berhasil karena mampu 
memberikan manfaat bagi  pemerintah maupun 
PKL.  
2. Kegagalan implementasi kebijakan Peraturan 
Daerah No. 14 Tahun 2012 terjadi karena faktor 
penghambat yaitu SDM yang dimiliki 
pemerintah masih kurang, bantuan yang 
diberikan pemerintah belum merata, PKL 
mengetahui adanya peraturan namun masih 
melanggar, pemerintah belum mampu 
menyediakan lokasi sesuai dengan keinginan 
PKL, dan program yang dibuat oleh pemerintah 
setiap tahunnya kurang sinkron. Sementara itu, 
keberhasilan dari sebagian implementasi 
kebijakan penataan PKL  karena adanya faktor 
pendukung seperti terjalinnya koordinasi dan 
kerjasama yang baik dari setiap SKPD terkait, 
adanya komunikasi vertikal yang baik dari 
pemerintah dan PKL, pemerintah tegas 
terhadap aturan, paguyuban PKL yang 
membantu proses koordinasi, PKL yang 
kooperatif saat relokasi, dan sebagian besar 
masyarakat/pengguna jalan tidak merasa 
terganggu atas keberadaan PKL. 
SARAN  
Beberapa hal yang perlu mendapatkan 
perbaikan dan saran diantaranya:  
1. Pemerintah perlu melakukan kajian 
yang menyeluruh dan komprehensif 
dalam penentuan kebijakan, program 
maupun kegiatan untuk PKL agar 
peraturan yang dihasilkan dapat 
menyelesaikan masalah di lapangan 
dan dapat mengakomodasi kepentingan 
PKL. 
2. Pemerintah perlu memberikan 
pemahaman mengenai kebijakan 
penataan PKL secara berkala agar 
seluruh PKL Kota Madiun benar-benar 
memahami peraturan dan dapat terjadi 
perubahan perilaku yang lebih baik 
dalam penerimaan kebijakan.  
3. Pemerintah harus melakukan 
penetapan sanksi tegas bagi PKL yang 
melanggar dengan pencabutan izin 
berjualan agar memberikan efek jera 
dan menyadarkan PKL. 
4. Penambahan jumlah personil lapangan 
dalam melakukan impelementasi 
penataan PKL di Kota Madiun dapat 
dilakukan untuk memaksimalkan 
fungsi dan tugas pemerintah dalam 
penataan PKL Madiun.  
5. Pemerintah, PKL, dan Paguyuban PKL 
perlu mempertahankan serta 
meningkatkan komunikasi secara 
vertikal maupun horizontal agar proses 
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